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Tata Kelola Daerah Rendah

Politik Dinasti dan Ketertutupan Jadi Penyebab

JAKARTA, KOMPAS — Politik dinasti dan
ketertutupan daerah dalam mengelola anggaran
dinilai menjadi penyebab rendahnya nilai indeks
tata kelola atau Indonesia Governance Index di
daerah. Untuk memperbaikinya, diperlukan tiga hal
utama yvang menjadi kunci. Selain transparansi dan
akuntabilitas, juga partisipasi masyarakat.

Peneliti utama Indonesia Go-
vernance Index (IGI) Kemitraan,
Lenny Hidayat, saat publikasi 1G1
i Jakarta, Selasi (14,10), nenga-
takan, politik dinasti inilah poda
umumnya vang memperparah
nikd indeks taty kelola karena
sistermiya menjodi sangst ter-
tutup

"Dacrah yang kepala daernh
dan DPRD-nya masth berkerabat
membat mekanisme pengiwis-
an dan saling mengimbangi (che-
ck and balances) tak bergalan dan
cenderung tak transparan,” ujar-
raya pacda acara yang dihadir se-
Jumlah pakar, kepala daerah, wa-
kil pemerintah, dan  kalangan
masyarakat sipil tersebut.

Lenny kemudian mencontoh-
kan fenomena di Kabupaten In-
dramayu, Juwa Barat, yang me-
miliki APBD di atas Rp 2 triliun,
tetapi tidak serta-merta mampa
menyeiabternom mkyatnya k-
rena tata kelola yung buruk. In-
deks 1GI Indramayy tercatat hae
nya 4,62, cukup jauh jika i

bundingkan dengin Kota Yog-
yvakarta, Daerah Istimewn Yog-
vakarta, yang tercatat 6,55

“Indrumuyu jaxdi dacrah kedua
penyumbang TKI terbesar wa-
Twupun posisi Indramuayu berada
di urutan ke-23 tata kelola 1G1
Belanja  aparaturmyn  mencapai
15 kaldi lipat dan anggaran prog-
ram yong banya Rp 6992 miliar.
Belanja aparaturmys tercatat Rp
13 triliun,” kata Lenny. Padahal,
jika dihitung, biaya satu orang
anggota DPRD di Indramayu da-
pat membantu 116037 orang
miskin.

Jike cibandingean dengan Gu-
nung Kidul, yang APBD-nyn ter-
masuk rata-rata, Rp 700 mili-
ar-Rp 800 miliar, temyata tata
kelolanya justru bebih baik. Pe-
nyehabnya, tidak ada politik di
nasti, Bahkan, Gunung Kidul me-
nempati urutan  ketiga docrah
vang tata kelolanya baik, “Ter-
mata  tingginya  APBD  tak
berkorelasi dengan baiknya tata
kelola dan kesejahtoraan,” tutur

Leany.

Dalam catatan Kemitraan, nu-
ansa dinasti yang menghancur-
kan tota kelola yang baik juga
terjadi di beberapa kabupaten di
Sulswesd Barat, i antaranya Ma-
mmuju, Mamass, Polewali Mandar,
Majene, Marnngu Utara, Kota
Tanjung Pinang (Riaw), dan Ta-
ngerang Selatan (Banten).

Oleh sebab itu, tambah Lenny:
tiga hal utama, yuitu  trans-
paransi, akuntabilitas, dan par-
tisipasi, adalah kunch bagi dacroh
untuk bisa perbaiki rapor tata
kedola, "Ketika ketiganya dibuka,
baru bisa memberi sumbangsih
pada kescjohteraan sosial dan
efektivitus tata kelola, Jxli, buka
dulu ketign hal itu,” ujnrmya

Dari empat aktor yang ada di
dacrah, Lenny menambahkan
rala-rata ropor paling rencah
adalah pejabat politik. "Dan pe-
jabat politik ini, pading remclah
logi adalah nilod untuk anggota
DPRD” kata Lenny.

Yogyakarta tertinggi
Sementara ita, Dircktur Ek-
sekutif  Kemvitroan  Wicaksono
Saroso mengatakan, dani peng-
ukuran 1GL, torcatat Kota Yog-
yukarta menjadi dacrah yang me-
miliki rapor tertinggi dalum in-
deks tatn kelola daesah Scha-
liknyw, Kabupaten Seluma, Beng-
kubu, menempati urutim teren-
dah di antara 34 kabupaten,/fota
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vang dinilai Kemitroan,

Menurut Wicaksono, pada ta-
hun 2004 1GI mengukur 34 ka-
bupaten/kota di 33 provinsi de-
ngan menggunakan 126 indikator
yang bersumber dari 30 macam
dokumen publik. Dun tahan laly,
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Kemitraan pernah owerilis 1G1
untuk tingkat provinsi,

Scjmah ini, enam aktor di tiap
daerah yang dinilai rapornyn, se-
Lin kepala daerah dan DPRID,
Juga birokrasi serta masynrakat
chonomi daon sipil. (AMR)

Politik dinasti dan ketertutupan daerah dalam mengelola anggaran dinilai menjadi
penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index di
daerah. Untuk memperbaikinya, diperlukan tiga hal utama yang menjadi kunci. Selain
transparansi dan akuntabilitas, juga partisipasi masyarakat

Hashtag berita
#SistemPolitikindonesia #ReformasiBirokrasi #TransaksiAPBN #AparaturNegara
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Kementerian Koordinator Harusnya Dibagi Menurut Prioritas

Nurul Fitriany

JAKARTA Core Indonesia
mengusulkan Kementerian Koordi-
nator dibagi berdasarkan prioritas
tujuan pemerintah, bukan seperti
saat ini berdasarkan Kementeri-
an/Lembaga, Pasalnya, banyak pe-
ngembangan sektor yang membu-
tuhkan koordinasi lintas K/L dan
Kementerian Koordinator, sehing-
ga koordinasi sulit dilakukan,

Hendni Saprini, Direktur Ekseku-
tif Core Indonesia, mengatakan dua
permasalahan utama pemerintahan
saat ini, yaitu perencanaan yang ti-
dak baik dan tidak efektifnya kinerja
Kementerian Perek Hen-

mian membawahi Kementerian/
Lembaga,

“Dalam pembangunan selama
lima tahun, pilihlah prioritas pem-
bangunan. Mau ada empat priori-
tas, misalnya maritim, pertanian,
energi tapi itu harus satu gugus
tersendiri, gugus inilah yang akan
dipimpin oleh seorang Kemente-
ran Perekonomi, jadi Menkonya
tidak dibagi atas kementerian tapi
dibagi atas prioritas pembangun-
an selama lima tahun, Inilah yang
akan memudahkan koordinasi,”
terangnya.

Selain itu, Hendry menyarankan
agar Kementerian Kelautan atau
X aritim dihapuskan

dry menilai dalam dua kali Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional (RPJMN)  perencanaan

karena sektor ini sulit, sangat lintas
kementerian, mulai dari kemente-
rian di bidang ckonomi seperti per-
ind 4 ingga ke

¥ n dan  komprehensif
pembangunan tidak terdihat, Hendry
juga melihat pembagian Kementeri-
an Koordinator, tidak tepat.
Alasannya, permasalahan eko-
nomi dan target pembangunan
yang direncanakan tidak bisa diba-
gl dalam tiga Kementerian Koordi-
nator, karena banyak program yang
harus dilakukan lintas kementerian
yang berada dalam satu Kemente-
an Perekonomian. Hendr mem-
contoh masalah upah te
ang masuk di  Kemente
rian Koordinator Bidang Sosial,
padahal upah buruh merupakan
bagian dan ¢ saing industri
Hendry mengusulkan pemba-
gian Kementerian Koordinator ke
depan tidak lagi berdasarkan Ke-
menterian/Lembaga, namun lebih
ke prioritas pembangunan, sehing-
ga semua Kementerian Perekono-

7 in .
menterian pariwisata dan bud;
bahkan kementerian pendidikan.
Langkah ini akan mempermudah
koordinasi dan pengembangan sek-
tor maritim yang selama ini masih
sangat tertinggal
Untuk mendorong pengembang-
an sektor maritim, menurut Hen-
d perlu peranan  pemerintah
dari sisi kebijakan dan anggaran.
)

baru diharapkan membagi k
lebih efektif dalam berkoordinasi

pemerintah akan lebih rendah,” ka-
tany

lain itu, pemerintah  juga
Toks

pengintegrasian  pembangunan
seluruh komponen di dalam sck-
tor kelautan. Kedua, pengintegra-

Dari sisi anggaran
perlu mengalokasikan dana lebih
dan siap menurunkan pendapatan
dari Badan Usaha Milik Negura
(BUMN) untuk mendorong infra-
struktur sektor maritim
“Pemerintah  bisa  memerin-
tahkan BUMN yang terkait untuk
membangun infrastruktur maritim,
dengan membiarkan keuntungan-
nya untuk kembali jadi modal usaha
schingga dividen yang disetor ke

harus siap kan dana
APBN lebih besar ke wilayah timur
yang merupakan basis maritim,
Paradigma juga harus diubah, men-
jadi pengembangan maritim untuk
meningkatkan konektifitas domes-
tik bukan hanya konektifitas global

Sementara itu Muhammad Fai-
sal, Peneliti Senior Core, mengata-
kan empat hal yang harus diting-
katan untuk pembangunan sektor
kelautan dan perikanan. Pertama,

sian pengembangan industri besar
(nelayan),
n infrastruktur
kelautan untuk kelancaran distr-
busi hasil-hasil laut maupun untuk
pengamanan sumber daya laut dari
pencurian asing. Keempat, pening-
katan akses terhadap sarana dan
prasarana pendidikan dan kesehat-
an bagi tenaga kerja.
Menurut  dia, pengembangan
sektor kelautan cukup besar karena

berdasarkan priodtas pembangunan lima tahun ke depan agar

dengan luas wilayah perairan yang
mencapai 5.8 juta km2 atau 75%
dari wilayah Indonesia sumbangan
terhadap produk domestik bruto
hai % pada 2013

mentara tingkat penyerapa
tenaga kerja sektor kela

ha-
nya 1% dari total tenaga ketja In-

donesia. Dari sisi ekspor Indonesia
masih menempati posisi ke 12 pa-
dahal garis pantai Indonesia ter-
panjang ke dua di dunia, "Sektor ini
masih dapat dikembangkan karena
selama ini dinilai masih digarap
separuh-separub,” terangnya. @

Presiden terpilih mengususlkan Kementerian Koordinator dibagi berdasarkan
tujuan pemerintah

prioritas
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